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Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik, menyebutkan bahwa â€•Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik bersifat
final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.â€• Akan tetapi pada kenyataannya
putusan Mahkamah Partai dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan tidaklah diterima dan dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang berselisih.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan
internal Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan kekuatan eksekutorial putusan
Mahkamah Partai.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode  penelitian kepustakaan (library
research) yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh
disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik jelas
menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Partai merupakan kompetensi absolut yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang berselisih, hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Namun,
dikarenakan komposisi Hakim yang tidak sesuai maka putusan Mahkamah Partai dipandang cacat karena 2 (dua) orang hakim
memenangkan salah satu kubu dan 2 (dua) orang hakim lainnya tidak memberikan jawaban apapun terhadap putusan tersebut. Dan
mengenai kekuatan eksekutorial terhadap putusan Mahkamah Partai, maka putusan tersebut jelas telah memiliki kekuatan. Artinya,
putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
Oleh karena itu putusan Mahkamah Partai wajib untuk dihormati dan dilaksanakan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik, maka disarankan agar politisi Partai Politik menghormati putusan Mahkamah Partai. Partai Politik
juga diharapkan untuk dapat mengeksekusi dan melaksanakan putusan Mahkamah Partai serta diperlukan suatu aturan yang
mengatur posisi Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik sehingga jelas kewenangan
Mahkamah Partai tersebut.


